AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOT
PROVINSI JAWA TENGAH B
(EPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA
KOTA MAGELANG "
NOMOR 26 TAHUN 2018

AMPINAN DEW

TENTANG

ANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG

TUJUAN RANC
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

pahwa dalam rangka penegakan peraturan perundang-

undangan di Daerah yan
dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 7018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka
a Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Mcmmbang :
g efektivitas dan efisiensi, serta

Daerah Kot
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sudah tidak relevan untuk
diimplementasikan sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

perlu membentuk Peraturan

dimaksud dalam huruf a
Negeri Sipil dengan

Daerah tentang Penyidik Pegawai
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Mngingat : 1. Undang-Undang Nomor (7 Tahun 1950 tentar
Pembentukan Daerah—daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;;
tentang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

kan Peraturan Peru

Pembentu

Dipindai dengan CamScanner
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5. Peraturan Pemerintah Nom Bergh,
or 43
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Nomor 1 T rah
ahun 2018 tentang Tata Tertih Belang

Rakyat Daerah; Dewan Perayg,

MEMUTUSKAN:

. KEPUTUSAN DEWAN PE
wnempkan RWAKILAN RAKYAT DAERAK

TENTANG ~ PERSETUJUAN ~ RANCANGAN  PERATURa;

N
DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENYIDIK PEGAW
NEGERI SIPIL.

. Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang hasi]

pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang tentang Penyidik Pegawai Negeri S1pﬂ
agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah paling
lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan

untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.

. Persetujuan  sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani
bersama antara Walikota dan Pimpinan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.
ggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 14 Desember 2018
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Dipindai dengan CamScanner



